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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A.
Gambaran Umum Pertanggungjawaban Pidana 
1. 
Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya. Konsep ini tidak hanya menilai adanya perbuatan yang dilarang, tetapi juga menilai adanya kesalahan pada diri pelaku. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana dan kesalahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tanpa adanya kesalahan, maka pidana tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana modern yang menekankan pentingnya unsur kesalahan. 

Perbuatan pidana (strafbaar feit) merupakan dasar awal dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur yang dirumuskan dalam undang-undang. Unsur tersebut mencakup unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku. Pemenuhan kedua unsur tersebut menjadi dasar dalam menilai adanya pertanggungjawaban pidana. 

Kesalahan sebagai unsur utama pertanggungjawaban pidana terdiri dari kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatannya, sedangkan kelalaian menunjukkan kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dimiliki. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, bentuk kesalahan yang sering muncul adalah kelalaian. Kelalaian tersebut dinilai berdasarkan standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh pengemudi. Dengan demikian, unsur kesalahan menjadi pusat analisis dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Kemampuan bertanggung jawab juga menjadi syarat dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan. Kemampuan ini berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku pada saat melakukan perbuatan. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka pidana tidak dapat dijatuhkan kepadanya. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata menghukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi subjek hukum.

Hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab membentuk konstruksi pertanggungjawaban pidana secara utuh. Ketiga unsur tersebut harus dianalisis secara sistematis untuk menentukan apakah seseorang layak dipidana. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, analisis ini menjadi penting untuk menilai apakah pengemudi telah melakukan kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tanpa pembuktian unsur-unsur tersebut, maka penjatuhan pidana tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang bersifat normatif sekaligus aplikatif dalam praktik penegakan hukum.

2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana
Menurut Adami Chazawi, jenis-jenis pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana karena kesengajaan (dolus)
Bentuk ini terjadi apabila pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam hukum pidana, kesengajaan menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi karena ada kehendak aktif dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang. 

2. Pertanggungjawaban pidana karena kealpaan (culpa)
Bentuk ini terjadi apabila pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi karena kurang hati-hati, lalai, atau ceroboh, akibat yang dilarang oleh hukum tetap terjadi. Dalam praktik, culpa sering ditemukan dalam perkara kecelakaan lalu lintas. 

3. Pertanggungjawaban pidana langsung
Pertanggungjawaban ini dibebankan langsung kepada orang yang secara pribadi melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab. 

4. Pertanggungjawaban pidana penyertaan
Bentuk ini muncul ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga pihak yang turut serta, menyuruh melakukan, atau membantu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai perannya. 

Menurut Andi Hamzah, jenis pertanggungjawaban pidana juga dapat dilihat dari sudut subjek hukumnya, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana orang perseorangan
Pertanggungjawaban ini merupakan bentuk klasik dalam hukum pidana, di mana individu menjadi pihak yang menanggung akibat hukum dari perbuatannya sendiri. 

2. Pertanggungjawaban pidana korporasi
Dalam perkembangan hukum modern, badan hukum atau korporasi juga dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana apabila undang-undang secara tegas mengaturnya. 

3. Pertanggungjawaban pidana jabatan
Jenis ini berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kelalaian pejabat, atau pelanggaran kewajiban hukum yang melekat pada suatu jabatan tertentu.
B.
Gambaran Umum Tindak Pidana


1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang dan terhadap pelaku tersebut harus dijatuhkan pidana demi terpeliharanya tata hukum dan kepentingan umum. Definisi ini menekankan bahwa tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan larangan undang-undang, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketertiban hukum dalam masyarakat.

Menurut Vos, tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi ancaman pidana. Pengertian ini menonjolkan unsur legalitas, yakni bahwa suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila sudah dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dari definisi ini terlihat bahwa tindak pidana mencakup unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan ancaman pidana.

Menurut P.A.F. Lamintang, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, disertai ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Penekanan dari definisi ini terletak pada adanya larangan dan ancaman sanksi sebagai ciri utama suatu tindak pidana dalam hukum positif.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dengan rumusan yang sederhana ini, tindak pidana dipahami sebagai setiap perbuatan yang menurut sistem hukum pidana dipandang layak untuk diberi reaksi berupa pidana.


2. Jenis-Jenis Tindak Pidana   

Menurut Satochid Kartanegara, jenis-jenis tindak pidana dibedakan sebagai berikut:

1. Kejahatan (misdrijven)
Kejahatan adalah perbuatan yang dipandang bertentangan dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat, walaupun kadang tanpa perlu dirumuskan secara rinci masyarakat telah menilainya sebagai perbuatan tercela. 

2. Pelanggaran (overtredingen)
Pelanggaran adalah perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru tampak karena ditentukan oleh undang-undang. Biasanya pelanggaran dipandang lebih ringan dibandingkan kejahatan. 

Menurut R. Soesilo, tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk kesalahannya, yaitu:

1. Tindak pidana sengaja
Tindak pidana ini dilakukan dengan kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatan maupun akibatnya. Misalnya pencurian atau penganiayaan yang dilakukan secara sadar.

2. Tindak pidana karena kealpaan
Tindak pidana ini timbul akibat kurang hati-hati, lalai, atau ceroboh, tanpa adanya kehendak langsung untuk menimbulkan akibat terlarang. Contohnya kelalaian yang menimbulkan kecelakaan. 

Menurut Leden Marpaung, tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan cara perumusannya, yaitu:

1. Tindak pidana formil
Tindak pidana formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik dianggap selesai pada saat perbuatan dilakukan, tanpa harus menunggu akibat tertentu. 

2. Tindak pidana materiil
Tindak pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan. Delik baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang benar-benar terjadi. 

Menurut C.S.T. Kansil, tindak pidana dapat pula dibedakan berdasarkan lamanya berlangsung, yaitu:

1. Tindak pidana seketika
Delik ini selesai dalam satu waktu tertentu, misalnya penghinaan atau pemalsuan. 

2. Tindak pidana berlanjut atau terus-menerus
Delik ini berlangsung dalam rentang waktu tertentu, sehingga keadaan terlarang itu terus ada selama perbuatan berlangsung.
C.
Gambaran Umum Tentanga Pengemudi


1. Pengertian Pengemudi

Menurut Soerjono Soekanto, pengemudi adalah orang yang mengendalikan alat angkutan di jalan dan karena itu memegang peranan penting dalam keselamatan lalu lintas. Pengemudi bukan sekadar pelaksana teknis mengendarai kendaraan, melainkan subjek yang dibebani kewajiban hukum, etika, dan tanggung jawab sosial terhadap pengguna jalan lainnya.

Menurut Warpani, pengemudi merupakan unsur manusia dalam sistem lalu lintas yang berfungsi mengoperasikan kendaraan bermotor di ruang jalan. Kedudukannya sangat menentukan karena sebaik apa pun kendaraan dan jalan, keselamatan tetap sangat dipengaruhi oleh perilaku, keterampilan, dan kewaspadaan pengemudi.

Menurut Hobbs, pengemudi adalah operator kendaraan yang mengambil keputusan secara terus-menerus selama perjalanan, seperti mempercepat, memperlambat, mendahului, atau berhenti. Dengan demikian, pengemudi merupakan komponen aktif dalam sistem transportasi yang selalu berinteraksi dengan kondisi jalan, kendaraan, dan lingkungan lalu lintas.

Menurut Oglesby dan Hicks, pengemudi dipahami sebagai elemen manusia dalam arus lalu lintas yang mempunyai kemampuan persepsi, reaksi, dan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, karakteristik pengemudi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kelancaran dan keselamatan lalu lintas di jalan raya.

Menurut Munawar, pengemudi adalah setiap orang yang menjalankan kendaraan di jalan dan harus memiliki kecakapan, pengetahuan, serta sikap berlalu lintas yang baik. Pengertian ini menunjukkan bahwa status pengemudi berkaitan erat dengan kompetensi teknis dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.


2. Jenis-Jenis Pengemudi
Menurut Suwardjoko P. Warpani, pengemudi dapat dibedakan berdasarkan kendaraan yang dikemudikannya, yaitu:

1. Pengemudi kendaraan roda dua
Pengemudi jenis ini mengendarai sepeda motor dan memiliki karakter mobilitas tinggi, namun juga memiliki tingkat kerentanan yang besar karena minimnya perlindungan fisik. 

2. Pengemudi kendaraan ringan
Kelompok ini mencakup pengemudi mobil penumpang, mobil pribadi, atau kendaraan kecil lain. Karakter pengendaliannya relatif lebih stabil dibandingkan kendaraan roda dua. 

3. Pengemudi kendaraan berat
Jenis ini mengemudikan bus, truk, atau kendaraan angkutan berat. Pengemudi kendaraan berat dituntut memiliki keterampilan lebih tinggi karena dimensi kendaraan, titik buta, dan risiko kecelakaan yang lebih besar. 

Menurut Ahmad Munawar, pengemudi dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan perjalanannya, yaitu:

1. Pengemudi pribadi
Pengemudi ini menggunakan kendaraan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Pola berkendaranya umumnya lebih fleksibel sesuai kebutuhan individual. 

2. Pengemudi angkutan umum
Pengemudi ini mengangkut penumpang untuk kepentingan jasa transportasi. Tanggung jawabnya lebih besar karena menyangkut keselamatan penumpang. 

3. Pengemudi angkutan barang
Pengemudi ini berfokus pada distribusi logistik atau barang. Dalam praktiknya, mereka menghadapi beban tambahan berupa pengaturan muatan, jadwal, dan kondisi kendaraan niaga.
D. 
Gambaran Umum  tentang Kecelakaan Lalu Lintas
1. Pengertian tentang Kecelakaan Lalu Lintas
Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Definisi tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas memiliki dimensi hukum yang jelas dan terukur. Setiap peristiwa kecelakaan yang memenuhi unsur tertentu dapat diproses secara pidana. Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial, tetapi juga sebagai peristiwa hukum.

Ruang lingkup kecelakaan lalu lintas dalam hukum pidana dibedakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi kecelakaan menjadi kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Klasifikasi tersebut menentukan konsekuensi hukum yang berbeda bagi pengemudi. Perbedaan akibat tersebut juga berpengaruh terhadap ancaman pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, kategori kecelakaan menjadi bagian penting dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana.

Kecelakaan lalu lintas sebagai tindak pidana umumnya berkaitan dengan kelalaian pengemudi dalam mengendalikan kendaraan. Kelalaian tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, kurangnya kehati-hatian, atau tidak memperhatikan kondisi jalan. Dalam perspektif hukum pidana, kelalaian menjadi dasar utama dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana. Hukum tidak menuntut adanya niat jahat, melainkan cukup adanya kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati. Oleh karena itu, pembuktian unsur kelalaian menjadi fokus utama dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

Ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pengemudi yang lalai diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal tersebut membedakan ancaman pidana berdasarkan akibat yang timbul, mulai dari luka ringan hingga meninggal dunia. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana lalu lintas. Pengemudi yang menyebabkan luka berat atau kematian memiliki ancaman pidana yang lebih berat. Dengan demikian, norma tersebut menjadi dasar hukum dalam menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana pengemudi.

Ruang lingkup kecelakaan lalu lintas juga tidak terlepas dari kewajiban pengemudi untuk mematuhi peraturan dan menjaga keselamatan pengguna jalan lain. Setiap pengemudi wajib mengemudikan kendaraan dengan penuh konsentrasi dan kehati-hatian. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menjadi indikator adanya kelalaian. Hukum pidana lalu lintas bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Oleh karena itu, kecelakaan lalu lintas sebagai tindak pidana memiliki dimensi preventif sekaligus represif dalam sistem hukum Indonesia.

Kelalaian (culpa) merupakan bentuk kesalahan yang paling sering ditemukan dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Kelalaian terjadi ketika seseorang tidak berhati-hati sebagaimana seharusnya menurut standar umum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hukum pidana, kelalaian tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana meskipun tidak terdapat niat untuk menimbulkan akibat. Perbedaan mendasar antara kesengajaan dan kelalaian terletak pada sikap batin pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur kelalaian menjadi sangat penting dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

Kelalaian dalam konteks mengemudi dapat berupa kurang konsentrasi, melanggar rambu lalu lintas, atau tidak menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan. Standar kehati-hatian pengemudi diukur berdasarkan perilaku orang pada umumnya dalam situasi yang sama. Apabila pengemudi bertindak di bawah standar tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai lalai. Penilaian ini bersifat objektif dan tidak semata-mata berdasarkan pengakuan pelaku. Dengan demikian, unsur kelalaian dinilai melalui kombinasi fakta dan standar normatif.

Kelalaian dalam hukum pidana juga mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat yang timbul. Tanpa adanya hubungan kausalitas, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, penyidik harus memastikan bahwa luka atau kematian korban merupakan akibat langsung dari kelalaian pengemudi. Pembuktian hubungan sebab-akibat ini dilakukan melalui analisis kronologi kejadian dan alat bukti yang tersedia. Oleh karena itu, unsur kausalitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian kelalaian.

Kelalaian juga dapat dibedakan menjadi kelalaian sadar (bewuste culpa) dan kelalaian tidak sadar (onbewuste culpa). Kelalaian sadar terjadi ketika pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat, tetapi berharap akibat tersebut tidak terjadi. Kelalaian tidak sadar terjadi ketika pelaku sama sekali tidak menyadari kemungkinan akibat, padahal seharusnya ia dapat memperkirakannya. Perbedaan ini penting dalam menilai tingkat kesalahan pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Penilaian tersebut berpengaruh terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana pada tahap penyidikan.

Pembuktian unsur kelalaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui pemeriksaan saksi, keterangan tersangka, serta bukti teknis di tempat kejadian perkara. Penyidik harus menilai apakah pengemudi telah melanggar kewajiban untuk berhati-hati dalam mengemudi. Apabila terbukti bahwa pengemudi tidak memenuhi standar kehati-hatian tersebut, maka unsur kelalaian dapat dinyatakan terpenuhi. Pembuktian ini menjadi dasar dalam menetapkan tersangka pada tahap penyidikan. Dengan demikian, unsur kelalaian memiliki posisi sentral dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana pengemudi.

2. Jenis-Jenis Kecelakaan Lalu Lintas
Menurut Siti Malkhamah, jenis-jenis kecelakaan lalu lintas dapat dibedakan berdasarkan bentuk tabrakannya, yaitu:

1. Tabrakan depan-depan
Kecelakaan ini terjadi ketika dua kendaraan bertabrakan dari arah berlawanan. Jenis ini umumnya menimbulkan dampak sangat berat karena gaya bentur yang tinggi. 

2. Tabrakan depan-belakang
Tabrakan ini terjadi ketika satu kendaraan menabrak bagian belakang kendaraan lain. Biasanya disebabkan kurangnya jarak aman atau keterlambatan reaksi pengemudi. 

3. Tabrakan samping
Kecelakaan ini terjadi akibat benturan pada sisi kendaraan, sering ditemukan di persimpangan atau saat kendaraan berpindah jalur. 
4. Tabrakan beruntun
Jenis ini melibatkan lebih dari dua kendaraan dalam satu rangkaian kejadian. Penyebabnya sering berkaitan dengan kepadatan lalu lintas dan keterbatasan ruang pengereman. 

5. Kecelakaan tinggal

Kecelakaan ini hanya melibatkan satu kendaraan, misalnya tergelincir, menabrak pohon, atau masuk ke parit. Biasanya dipengaruhi faktor kelalaian, kecepatan, atau kondisi jalan. 

Menurut Khisty dan Lall, kecelakaan lalu lintas juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat akibatnya, yaitu:

1. Kecelakaan ringan
Kecelakaan yang hanya menimbulkan kerusakan kecil pada kendaraan atau benda tanpa korban luka berat. 

2. Kecelakaan sedang
Kecelakaan yang menimbulkan luka-luka pada korban dan memerlukan penanganan medis, tetapi tidak sampai menyebabkan kematian. 

3. Kecelakaan berat atau fatal
Kecelakaan yang menimbulkan kematian atau luka berat permanen. Jenis ini biasanya mendapat perhatian hukum paling serius.
E. 
Gambaran Umum Tentang Lalu Lintas
1. Pengertian Lalu Lintas
Menurut Poerwadarminta, lalu lintas adalah kegiatan berjalan bolak-balik, hilir mudik, atau pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konteks jalan raya, lalu lintas menunjuk pada pergerakan orang, kendaraan, dan barang di ruang jalan secara teratur dan terus-menerus.

Menurut Warpani, lalu lintas adalah arus gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan yang terjadi karena adanya kebutuhan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Pengertian ini menekankan bahwa lalu lintas merupakan bagian dari sistem transportasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.

Menurut Morlok, lalu lintas merupakan pergerakan manusia dan barang pada jaringan transportasi sebagai respons terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, lalu lintas tidak hanya dipahami sebagai arus fisik di jalan, tetapi juga sebagai gejala fungsional dari aktivitas masyarakat.

Menurut Tamin, lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang pada prasarana jalan dalam suatu wilayah, yang terjadi sebagai akibat bangkitan dan tarikan perjalanan. Definisi ini memperlihatkan bahwa lalu lintas erat kaitannya dengan tata guna lahan, pusat kegiatan, dan pola perjalanan penduduk.

Menurut Khisty, lalu lintas adalah aliran pergerakan pada fasilitas transportasi jalan yang dicirikan oleh volume, kecepatan, dan kepadatan. Oleh sebab itu, lalu lintas dapat dianalisis secara teknis untuk mengetahui tingkat pelayanan dan keselamatan suatu ruas jalan.

2. Jenis-Jenis Lalu Lintas
Menurut Ofyar Z. Tamin, lalu lintas dapat dibedakan berdasarkan komposisi pergerakannya, yaitu:

1. Lalu lintas orang
Merupakan pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain untuk bekerja, sekolah, berbelanja, atau tujuan lain. Jenis ini menjadi indikator penting mobilitas penduduk. 

2. Lalu lintas barang
Merupakan pergerakan barang untuk distribusi ekonomi. Jenis ini sangat berkaitan dengan kegiatan perdagangan, industri, dan logistik. 

3. Lalu lintas kendaraan
Merupakan arus kendaraan di jalan, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Dalam analisis transportasi, jenis ini paling sering dijadikan objek pengukuran teknis. 

Menurut Morlok, lalu lintas dapat dibedakan berdasarkan wilayah pelayanannya, yaitu:

1. Lalu lintas local

Lalu lintas yang melayani pergerakan jarak dekat di lingkungan kawasan tertentu, seperti permukiman atau pusat kota. 

2. Lalu lintas regional
Lalu lintas yang melayani hubungan antarwilayah dalam satu kawasan yang lebih luas, misalnya antar kota dalam satu provinsi. 

3. Lalu lintas antardaerah atau antarkota
Jenis ini melayani perjalanan yang lebih panjang dan biasanya menggunakan jalan arteri atau jalan nasional.
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